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1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-

hari, perlu berinteraksi dengan sesama manusia sebagai aplikasi dari proses sosial 

tersebut. Untuk melaksanakan interaksi tersebut, manusia didukung oleh sebuah 

proses komunikasi. Proses ini harus berlangsung dengan cara tepat, sehingga 

interaksi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi itu sendiri merupakan suatu 

proses penyampaian pesan dari komunikator (pemberi pesan) ke komunikan 

(penerima pesan) dengan menggunakan media. Apabila terjadi salah 

menginterpretasi mengenai isi pesan yang disampaikan, maka komunikasi yang 

terjadi tidak efektif. Dalam proses komunikasi, adanya kesamaan makna menjadi 

hal yang sangat penting. 

Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan juga tidak luput dari 

berbagai hambatan (Cangara, 2013:41). Berbagai hambatan dalam 

menyebarluaskan informasi seperti  hambatan fisik,  birokrasi, status, budaya, dan 

kerangka berpikir. Dalam merencanakan komunikasi dimaksudkan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, 

sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan dan strategi 

diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. 

Untuk menangani masalah komunikasi, Cangara (2013: 61) menjelaskan 

bahwa para perencana dan pelaksana program terkait yang dihadapkan pada 

sejumlah persoalan di lapangan,  terutama dalam kaitannya dengan strategi 



 

penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikator atau penyampai pesan harus dapat 

merencanakan komunikasi melalui strategi yang tepat dan efektif dalam program 

terkait. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan 

penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan 

strategi salah maka hasil yang diperoleh bisa fatal dan tidak maksimal. 

Menurut Cangara (2013:41) perencanaan komunikasi diperlukan untuk 

menyusun strategi agar program yang berskala nasional dapat berhasil. Maka 

komunikasi memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan program. 

Komunikasi juga diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang 

program-program yang dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan 

khalayak.  

Komunikasi pada suatu organisasi juga memainkan peranan yang sangat 

efektif. Memecahkan masalah-masalah dan mencapai tujuan-tujuan dari 

manajemen. Komunikasi tidak mempunyai arti apapun jika hanya dipergunakan 

sekedar untuk komunikasi. Komunikasi harus diarahkan pada tujuan yang telah 

ditentukan. Namun, di masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan dan 

teknologi, masalah-masalah dan hambatan kerap kali muncul dalam 

menyampaikan pesan. Pada keadaan seperti itu, komunikasi merupakan jalan atau 

petunjuk utama dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, peranan 

komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting.  

Dalam memenuhi tujuan organisasi, dibutuhkan suatu strategi komunikasi 

agar program-program dari organisasi dapat disampaikan dengan baik dan efektif 

ke masyarakat. Untuk mengkomunikasikan program tersebut maka sebagai 



 

organisasi harus mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan, 

pelaksanaan, hasil kegiatan dalam mengkomunikasikan sebuah program. 

Keberhasilan suatu kegiatan komunikasi dapat ditentukan oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah bagaimana strategi komunikasi itu dijalankan. 

Strategi komunikasi yang merupakan panduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (management 

communication) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara 

praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa 

berbeda sewaktu-waktu, tergantung kepada situasi dan kondisi (Effendy, 

2011:32).  

Mengingat begitu pentingnya strategi komunikasi dalam keberhasilan 

suatu kegiatan komunikasi, maka Badan Narkotika Nasional sebagai leading 

sector, pada salah satu program pemerintah dalam menekan angka penyalahguna 

narkoba. Program yang dicanangkan oleh presiden adalah Program Nasional 

Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba yang sedang didengung-dengungkan 

saat ini. BNN dalam menjalankan tugasnya berfungsi sebagai penyusunan dan 

perumusan kebijakan pada program terkait, untuk mensosialisasikan isi pesan dari 

program tersebut kepada sasaran khalayak guna menekan angka penyalahguna 

narkoba di Indonesia, menentukan strategi yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan program ke masyarakat agar tepat sasaran, dan bagaimana 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai keefektifan komunikasi. 

Dengan menggunakan strategi-strategi komunikasi guna mencapai tujuan 

pemerintah yaitu dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga 



 

dapat dengan mudah menggandeng masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan 

yang bertujuan untuk terciptanya Indonesia Bebas Narkoba. Untuk itu, BNN 

memerlukan strategi komunikasi agar pesan komunikasi program yang 

disampaikan dapat meningkatkan perhatian sasaran komunikasi, baik masyarakat 

umum maupun penyalahguna narkoba. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya melakukan strategi 

komunikasi untuk menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi mengenai program 

nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Hal ini terkait dengan 

permasalahan penyalahgunaan narkoba, yaitu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pelaksanaan bahwa 

pecandu/ penyalahguna narkoba wajib lapor dan rehabilitasi (Public Health). 

Selain itu melalui Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015, untuk lebih 

menfokuskan pada pencapaian  “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan 

Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Hal tersebut sebagai bentuk 

komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 

BNN juga berupaya menekan laju peredaran gelap narkotika dan memfokuskan 

pada upaya rehabilitasi kepada korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang 

telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

pelaksanaan wajib lapor pecandu  narkotika. 

Program yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada tahun 2015 yaitu 

Program Nasional Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba melalui Badan 



 

Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector, BNN juga bekerja sama 

dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana yang telah 

dideklarasikan pada tanggal 31 Januari 2015 di Lapangan Bhayangkara Mabes 

Polri Jakarta. Melalui program ini diharapkan angka prevalensi penyalahguna di 

Indonesia juga menurun, karena semakin banyaknya para korban penyalahguna 

narkoba dan pecandu mendapatkan rehabilitasi. 

Sebagai instansi vertikal yang mewakili BNN Republik Indonesia di 

daerah Sumatera Barat, BNN Provinsi Sumatera Barat mengadakan launching 

sebagai aksi dalam mendukung Program Nasional Rehabilitasi 100.000 

Penyalahguna Narkoba pada tanggal 16 Februari 2015 di Aula Istana Gubernuran 

Sumatera Barat yang dihadiri oleh pejabat Forkopimda (Forum Komunikasi 

Pimpinan Daerah), Bupati dan Walikota, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, 

dan para penggiat anti narkoba yang ada di Sumatera Barat. Pada Program 

Nasional Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba ini BNNP Sumatera Barat 

mendapatkan target sebanyak 1.332 orang untuk rehabilitasi rawat jalan dan rawat 

inap.  

Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu 

pun Kabupaten/Kota di Indonesia yang dinyatakan bebas dari masalah 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Permasalahan narkoba di Indonesia 

terus merambat hingga ke wilayah terpencil dan telah menyebar ke segala usia 

dan status sosial. Termasuk di Provinsi Sumatera Barat, letak geografis Sumatera 

Barat berada pada jalur perlintasan antara kota besar yang ada di Sumatera dan 

banyak pelabuhan yang bisa di jadikan  jalur masuknya narkoba. Berdasarkan 

hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Puslitkes 



 

Universitas Indonesia tahun 2014, prevalensi narkoba di Sumatera Barat tiap 

tahunnya terus meningkat, pada tahun 2008 sekitar 1,68% penyalahguna narkoba, 

tahun 2011 sebanyak 1,45% , dan untuk tahun 2014 meningkat sebanyak 1,80%, 

dan diproyeksikan pada tahun 2017 akan meningkat menjadi 2,01% dari 

penduduk di Provinsi Sumatera Barat penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, 

masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa 

Indonesia, angka prevalensi pengguna narkoba terus meningkat dan kasus 

peredaran gelap juga terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Dalam menyelesaikan permasalahan narkoba tersebut BNN Provinsi 

Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang khusus menangani 

permasalahan  narkoba atau obat-obatan terlarang. Dalam menjalankan tugas 

tersebut, BNN Provinsi Sumatera Barat memiliki program-program dalam 

menjalankan tugasnya serta banyak menjalin kerja sama dengan banyak pihak, 

baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah. 

Demi menyukseskan salah satu program dari BNN yaitu program nasional 

rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba diperlukan adanya strategi dalam 

mengkomunikasikan dan memberi pemahaman yang benar tentang program 

tersebut dan mendorong keterlibatan masyarakat pada program nasional 

rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Dengan adanya komunikasi yang 

baik, diharapkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program 

nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dapat diterima dengan baik. 

Melalui komunikasi itulah dibutuhkan strategi komunikasi agar pelurusan 

informasi mengenai program rehabilitasi tidak simpang siur di kalangan 

masyarakat awam. 



 

Program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba merupakan 

program BNN Provinsi Sumatera Barat yang memerlukan beberapa tahapan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi yang melibatkan peran 

organisasi dalam mengkomunikasikannya dan masyarakat yang berperan penting 

dalam keterlibatannya dalam program ini. Strategi komunikasi merupakan 

pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam mensosialisasikan 

program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba kepada khalayak 

dan pihak-pihak terkait. 

Dengan adanya strategi komunikasi yang menjadi panduan  bagi pelaksana 

program ini, harapannya ada kesamaan persepsi dan langkah dalam menekan 

angka prevalensi penyalahguna narkoba. Maka penetapan strategi merupakan 

langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam setiap 

program komunikasi (Cangara, 2013:103). Sebab jika penetapan strategi salah 

atau keliru maka jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan bisa gagal. 

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti memperoleh informasi 

mengenai BNN Provinsi Sumatera Barat telah berupaya melakukan strategi untuk 

mengkomunikasikan informasi terkait dengan program rehabilitasi 100.000 

penyalahguna narkoba kepada masyarakat di Sumatera Barat. Strategi komunikasi 

yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat melalui aktivitas 

komunikasi, seperti melakukan berbagai sosialisasi (secara face to face ) setiap 

bulannya di tahun 2015, diseminasi informasi (melalui media luar seperti 

pemasangan baliho, billboard, spanduk, penyebaran leaflet di setiap 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Tidak hanya itu, pelaksanaan tes urine (razia 

lapas, tempat hiburan, sekolah, dan beberapa instansi) tentang program 



 

rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba ini juga dilakukan. Dengan 

memanfaatkan berbagai media sosialisasi yang ada, baik dengan media massa 

yaitu dengan membangun kerjasama dengan media cetak maupun media 

elektronik. Media ini digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 

menyebarkan informasi terkait program rehabilitasi 100.000 penyalahguna 

narkoba, tetapi sampai bulan Juni 2015 ini masih belum mencapai 50 persen dari 

target yang diberikan. Hal tersebut dapat terlihat dari data penyalahguna narkoba 

di wilayah Sumatera Barat sebagai berikut : 

Tabel  1.1 
Data Realisasi Program Nasional Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna 

Narkoba di BNN Provinsi Sumatera Barat 
 

Bulan Jumlah yang Direhabilitasi 
Januari-Maret 10 
April-Juni 300 
Juli-September 396 
Oktober-Desember 337 
 

Realisasi 1.043 
Target 1.332 
Persentase 78% 

 

Sumber: Data laporan bidang rehabilitasi BNNP Sumatera Barat (per 31 Desember 2015) 

 

Dari hasil data penyalahguna narkoba di Sumatera Barat, peneliti 

berasumsi bahwa target kurang tercapai karena kurang optimalnya perencanaan. 

Walaupun BNN Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan 

tersebut, namun kenyataannya target pencapaian penyalahguna kurang tercapai, 

masih banyaknya kasus penyalahguna narkoba yang tidak terungkap, dan 

ketidaktahuan masyarakat tentang progam rehabilitasi 100.000 penyalahguna 

narkoba. 



 

Mengamati peran BNNP Sumatera Barat sebagai pengelola program, 

maka peneliti mencoba melihat strategi komunikasi yang disusun agar 

terwujudnya “Sumatera Barat Bebas Narkoba” sesuai visi misinya, tentu 

masalahnya tidak lepas dengan kemampuan dari sasaran komunikasi, dimana pada 

umumnya sedikitnya pengetahuan yang memadai mengenai program rehabilitasi 

ini dan belum optimalnya peran aktif dan kesadaran masyarakat pada program. 

Alasannya, karena kurang efektif pelaksanaan fungsi dari BNNP dalam 

komunikator dalam hal ini penyuluh yang terbatas, yang berefek pada kurang 

maksimalnya sasaran target yang paham terhadap program rehabilitasi 100.000 

penyalahguna narkoba. Hal ini terlihat dari data pencapaian target yaitu sebanyak 

867 penyalahguna narkoba dari hasil razia dan penjangkauan (Sumber: data 

laporan bidang rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2015).  Fungsi 

komunikasi dalam konteks ini dianggap sebagai mekanisme untuk mendapatkan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Karena itu pemerintah 

senantiasa perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan sehingga efeknya sesuai dengan dengan harapan. Dengan 

kondisi seperti itu, menurut Cangara (2013:44) menyatakan bahwa komunikasi 

perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, 

memberi informasi, memengaruhi atau mengubah perilaku, melainkan 

komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, 

memahami, memberdayakan, dan membangun konsesus untuk perubahan. 

Berdasarkan data dan pendapat ahli di atas, peneliti beranggapan pada 

penerapan perencanaan strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh BNNP 

Sumatera Barat masih belum maksimal. Sebagaimana yang terjadi pada program 



 

rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba, karena semua program komunikasi 

yang dilakukan mempunyai tujuan, yakni memengaruhi target sasaran dan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengaruh atau efek dan tujuan dari program 

komunikasi sangat penting dalam proses komunikasi. Seperti yang dikemukakan 

Cangara (2013:139), tujuan dari efek/pengaruh untuk  mengetahui berhasil 

tidaknya kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Dalam hal ini, jika BNN 

Provinsi Sumatera Barat berhasil menjalankan strategi komunikasi dengan baik 

dalam mensosialisasikan program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna 

narkoba di Sumatera Barat, maka pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan 

umpan balik yang sangat besar yaitu menurunnya angka prevalensi penyalahguna 

narkoba. 

Oleh karena itu, BNN Provinsi Sumatera Barat dalam 

mengkomunikasikan program nasional rehabilitasi 100.000 dibutuhkan suatu 

strategi komunikasi yang tepat. Seperti hasil riset sebelumnya dari Haloho (2014) 

mengenai Strategi Komunikasi BNNP Riau dalam P4GN, hasil temuannya dalam 

pelaksanaan program P4GN BNN Provinsi Riau membutuhkan strategi 

komunikasi yang nantinya dapat memberi efek pada perubahan sikap maupun 

perilaku dari masyarakat. Maka hal ini terlihat dari hasil Haloho (2014), bahwa 

strategi komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi dari program yang 

ingin disampaikan kepada sasaran agar memperoleh hasil yang maksimal dan 

efektif. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Effendy (2011), mengenai 

strategi memiliki fungsi salah satunya yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi 

yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran 

untuk memperoleh hasil yang optimal. 



 

Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat begitu penting fungsi strategi 

dalam menyebarluaskan pesan komunikasi kepada khalayak, maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang tepat yang dilakukan BNN 

Provinsi Sumatera Barat untuk memberi informasi dan pemahaman yang sama 

mengenai isi pesan pada program nasional rehabilitasi 100.00 penyalahguna 

narkoba kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu urgensi agar program 

nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna tersebut dapat efektif, target tercapai 

dan tepat sasaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berhasil atau tidaknya program nasional rehabilitasi 100.000 

penyalahguna narkoba yang menjadi program pemerintah dengan masyarakat 

sebagai sasarannya, dipengaruhi oleh proses komunikasi dan penyebaran 

informasi terkait program tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan komunikasi dapat 

ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah bagaimana strategi 

komunikasi itu dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan Effendy (2007: 300), 

bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak 

ditentukan oleh strategi komunikasi. Menurut Middleton dalam buku Cangara 

(2013:61), strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai 

pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang 

optimal. Maka argumen peneliti terkait dengan permasalahan ini, dalam 

merencanakan program komunikasi harus dapat menggunakan strategi 

komunikasi yang tepat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 



 

Agar proses komunikasi dalam pelaksanaan program nasional rehabilitasi 

100.000 penyalahguna dapat berjalan sesuai dengan harapan organisasi maka 

diperlukan perencanaan komunikasi. Bagaimanapun efektivitas sosialisasi dan 

komunikasi membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dengan 

menggunakan strategi komunikasi yang baik. Strategi komunikasi  itu sendiri 

merupakan panduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan 

manajemen komunikasi (management communication) untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Effendy, 2011:32). 

Setelah dilakukan pra penelitian terkait dengan program tersebut, terdapat 

berita dari media massa yang menyatakan bahwa program ini belum berjalan 

sebagaimana mestinya. Dalam sebuah wawancara dengan media detikNews.com 

tanggal 12 November 2015 Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen 

Budi Waseso mengakui kegagalan upaya rehabilitasi pengguna narkoba sebanyak 

100 ribu orang. Komjen Budi Waseso akan mengevaluasi peraturan rehabilitasi 

pengguna narkoba. Kepala BNN juga menyebutkan bahwa program rehabilitasi 

tersebut tidak berhasil.  

Data penunjang lainnya seperti yang telah uraian di atas mengenai target 

di Sumatera Barat yang seharusnya dapat merehabilitasi 1.332 penyalahguna 

tetapi BNN Provinsi Sumatera Barat hanya dapat merehabilitasi sebanyak 1.043 

dari target tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wajib 

lapor penyalahguna narkoba yang disebabkan adanya komunikasi yang kurang 

efektif pada penyampaian pesan dari program terkait. Dari  data laporan bidang 

rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat mengenai pencapaian target 

penyalahguna narkoba tahun 2015, pelaporan penyalahguna secara sukarela yang 



 

hanya 176 orang masih merupakan sejumlah kecil dari penyalahguna narkoba di 

Sumatera Barat. Karenanya masih banyak penyalahguna narkoba yang belum di 

rehabilitasi yang berdampak pada belum terwujudnya visi misi BNNP Sumatera 

Barat dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat dan bersih dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentunya, BNNP sebagai 

pengelola dan organisasi yang bertugas untuk mensosialisasikan program 

rehabilitasi penyalahguna narkoba ini telah berupaya untuk merehabilitasi 

penyalahguna narkoba di Sumatera Barat. Namun, pertanyaan akan fakta masih 

adanya penyalahguna narkoba belum secara sukarela di rehabilitasi, maka hal 

ini dapat menjadi titik awal untuk memberi pemahaman secara persuasif 

terhadap informasi program rehabilitasi dalam rangka menekan angka prevalensi 

penyalahguna narkoba. Pada titik inilah peneliti mulai mempertanyakan 

efektivitas strategi dalam mengkomunikasikan program rehabilitasi 100.000 

penyalahguna narkoba. 

Berdasarkan observasi awal juga, ditemukan bahwa program nasional 

rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba di Sumatera Barat kurang optimalnya  

partisipasi aktif dari instansi-instansi terkait. Hal ini terlihat dari perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi bulanan oleh BNNP Sumatera Barat tentang 

program tersebut, sementara tidak terlihat keterlibatan langsung instansi terkait 

dalam kegiatan tersebut. Asumsi peneliti bahwa ada gangguan komunikasi pada 

proses penyusunan dan perencanaan strategi komunikasi tersebut, sehingga pesan 

dari BNNP Sumatera Barat (komunikator) kurang tersampaikan secara efektif 

kepada instansi-instansi terkait. Berikut adalah salah satu pemberitaan mengenai 



 

perlunya adanya partisipasi aktif dari instansi terkait dalam penyebarluasan 

informasi program kepada sasaran khalayak. 

 

Gambar 1.1 Berita tentang Pentingnya Peranan dan Partisipasi Pemerintah Daerah 
         Sumber : Koran Singgalang, April 2015 
 
Dari uraian dan data di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan 

komunikasi ini mengingat dalam perencanaan dan penyusunan sebuah program 

baru perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh stakeholders, dalam hal ini seluruh 

instansi terkait. Apabila dalam perencanaannya instansi terkait kurang dilibatkan, 

maka akan berakibat kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba kepada sasarannya 

yaitu masyarakat Sumatera Barat.  

Dalam Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015, untuk lebih 

menfokuskan pada pencapaian  “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan 

Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 



 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama 

seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, menginstruksikan 

kepada salah satunya instansi setempat dalam upaya memberikan pelayanan 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkoba. 

Hal ini berarti setiap program yang terkait dengan penyalahgunaan 

narkoba yang salah satunya dalam hal rehabilitasi didukung oleh instansi terkait. 

Kajian strategi komunikasi BNNP Sumatera Barat dalam proses perencanaan 

program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba merupakan suatu 

studi yang belum pernah peneliti temukan sebelumnya. Umumnya penelitian 

terdahulu menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi dengan 

menggunakan konsep difusi inovasi. Seperti yang dilakukan oleh Milleza (2012) 

yang berjudul Strategi Komunikasi Sosialisasi PP 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Berbeda dengan penelitian ini yang mengupas tentang 

bagaimana strategi komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah 

program. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, peneliti berasumsi adanya 

ketidaksiapan perencanaan program yang belum berjalan dengan baik yang 

dilakukan oleh BNNP, kurangnya partisipasi aktif dari instansi-instansi terkait, 

dan kurang pemahaman masyarakat tentang program terkait. Diasumsikan terjadi 

akibat proses komunikasi dalam penyusunan perencanaan program tersebut 

kurang efektif, artinya diduga ada gangguan komunikasi dalam penyampaian isi 

pesan pada program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba, bisa dari 

komunikator dalam hal ini BNNP, isi pesan maupun penerima pesan 



 

(komunikan). Dalam kajian ini, peneliti mencurigai juga adanya kegagalan 

perencanaan merupakan  efek yang tidak diharapkan dalam proses komunikasi. 

Dalam hal ini BNNP sebagai pemberi pesan informasi program rehabilitasi ini 

terus menerus melakukan sosialisasi dengan berbagai media komunikasi. 

Informasi yang dikomunikasikan kepada masyarakat adalah mengenai bagaimana 

penyalahguna narkoba dapat di rehabilitasi atau melaporkan diri sesuai yang 

diamanatkan di perundang-undangan. Fungsi dari komunikasi untuk memberi 

informasi secara persuasif agar ketidaktahuan masyarakat mengenai penyalahguna 

narkoba di rehabilitasi dapat terjawab dengan adanya strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh BNNP. 

Peneliti berasumsi akibat dari lemahnya perencanaan dalam pelaksanaan 

program sebagai salah satu indikator bahwa dalam perumusan strategi komunikasi 

kurang memperhatikan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi pada 

dasarnya adalah perencanaan operasional, karena menyangkut pelaksanaan 

program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Cangara, 2013:68).  

Berdasarkan masalah di atas, maka perencanaan komunikasi membantu 

organisasi untuk menyampaikan bagaimana pesan dibawa secara konsisten 

dengan target sasaran. Perencanaan penting bagi kesuksesan suatu organisasi. 

Oleh karena itu, masalah yang timbul dalam perencanaan komunikasi sering 

dihadapi para perencana, antara lain dari tujuan yang ingin dicapai dan sistem 

komunikasi yang ada apakah sudah cukup mendukung tujuan lembaga atau 

organisasi. Masalah-masalah ini harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, 

karena itu dalam perencanaan komunikasi diperlukan strategi dalam pencapaian 

tujuan tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan Cangara (2013:2) bahwa berhasil 



 

atau tidaknya suatu program komunikasi, pada dasarnya sangat tergantung dari 

perencanaan itu sendiri. Maka dalam hal ini BNN Provinsi Sumatera Barat dalam 

merumuskan perencanaan strategi komunikasi pada program nasional rehabilitasi 

100.000 penyalahguna narkoba apakah sudah tepat dan baik pelaksanaannya, 

sehingga target dan sasaran khalayak tercapai. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada 

beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi komunikasi BNN Provinsi Sumatera Barat pada 

program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba? 

2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi BNN Provinsi Sumatera Barat 

pada program nasional rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor - faktor apa saja yang menjadi pendukung 

dan penghambat pelaksanaan program nasional rehabilitasi 100.000 

penyalahguna narkoba. 

 

 

 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat secara akademis 

dan praktis : 

1. Secara  Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam kontribusi di 

bidang ilmu komunikasi khususnya strategi komunikasi yang dilakukan 

oleh organisasi dalam penyebarluasan informasi program pemerintah, 

serta acuan referensi juga bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

dan menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam 

menyusun strategi komunikasi yang tepat dan efektif agar 

penyebarluasan informasi tentang program-program pemerintah dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan 

memberikan hasil sesuai yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


